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ABSTRAK 

KRITERIA TANAH TERINDIKASI TERLANTAR SERTA 

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS TANAHNYA 

 

 

Tanah terindikasi terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, 

tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat 

dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Kewajiban pemilik tanah 

adalah untuk memanfaatkan tanah secara aktif mengingat ketersediaan tanah 

semakin terbatas sementara kebutuhan akan tanah semakin meningkat serta 

pentingnya tanah untuk memenuhi kehidupan dan menjamin kemakmuran 

rakyat. Apabila pelaksanaan kewajiban terhadap tanah tersebut tidak 

dilaksanakan maka disebut tanah terlantar. Dalam perkembangannya, banyak 

terdapat tanah yang dengan sengaja maupun tidak sengaja diterlantarkan oleh 

pemilik hak atas tanahnya baik karena faktor ekonomi struktur tanah atau 

peruntukkan yang tidak lagi sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan 

pemberian haknya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak 

dijelaskan secara rinci mengenai kriteria tanah terlantar itu sendiri. Dalam 

penetapannya sebagai tanah terlantar, pemerintah harus melakukan proses 

identifikasi dan penelitian dahulu dengan memperhatikan data tekstual dan data 

spasial tanah yang bersangkutan serta menganalisis penyebab terjadinya tanah 

terlantar. Berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini maka perlu 

diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yaitu UUD NRI 1945, 

UUPA, UU No. 56 Prp Tahun 1960, PP No. 224 Tahun 1961, PP No. 41 Tahun 

1964, PP No. 36 Tahun 1998, dan PP No. 11 Tahun 2010. 

 

Kata kunci : kriteria tanah terlantar, perlindungan hukum, pemilik hak atas tanah 

  



 

 

ABSTRACT 

THE CRITERIA OF INDICATED-NEGLECTEDLANDS AS WELL AS THE 

LEGAL PROTECTION OF THEIR LAND RIGHTS 

 

 

Indicated-neglectedlands are lands that are not cultivated, not used, or 

not used according to the circumstances, the nature, and the purpose of 

granting basic rights. The responsibility of landowners is actively utilizing land 

since the availability of land is increasingly limited. Furthermore, the needs for 

land increase significantly. It can fulfill the daily needs and even the 

prosperity.If the implementation of the obligations of the land is not 

implemented, it is called neglectedlands. Nowadays, there are many lands 

which intentionally or unintentionally neglected by the owners for their land 

rights because of economic factors, the structure of the soil or the designation 

of which is no longer appropriate, the nature and purpose of their rights. The 

applied legislation does not explain about the criteria of neglectedlands in 

detail. The government should make the process of identification and research 

in advance with regard to the data of textual and spatial data of land 

concerned and analyze the causes of the neglectedlands. Relating to the cases 

in this study, it should review the laws such as Constitution of the Republic of 

Indonesia 1945, Basic Agrarian Law Act, Law No. 56 Prp of 1960, Law No. 

224 of 1961, Law No. 41 of 1964, Law No. 36 of 1998, and Law No. 11 of 

2010. 

 

Keywords : Criteria of indicated-neglectedlands, legal protection, owner of land 

rights 
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KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan pada hasil penelitian dan pembahasan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Dalam penetapan tanah terlantar terhadap pemilik hak atas tanah di 

Indonesia harus memenuhi kriteria antara lain : 

1). Tidak menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan 

sifat dan tujuan pemberian haknya; 

2). Masih ada tanah yang belum diusahakan sesuai SK atau dasar 

penguasaannya; 

3). Masih ada tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan SK atau 

dasar penguasaannya; 

4). Tidak ada tindak lanjut penyelesaian pembangunan; 

5). Penggunaan tanah tidak sesuai dengan SK atau dasar 

penguasaannya; dan 

6). Belum mengajukan permohonan hak atas tanah apabila dasar 

penguasaan tanah masih berdasarkan izin/keputusan/surat dari 

pejabat yang berwenang.  

2. Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang terindikasi terlantar 

yang ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah adanya pemberian hak atas 

ganti rugi atas tanah yang dikuasai kembali oleh negara dengan ganti rugi 

sebesar harga perolehan yang telah dibayar oleh yang bersangkutan, harga 

yang diberikan juga dengan memperhatikan biaya yang telah dikeluarkan 



 

 

untuk membuat prasarana fisik di atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah 

terlantar. 
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